TRANSPORTASI DARAT 
Jaringan jalan merupakan satu kesatuan sistem terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.

1.2.1
Sistem jaringan jalan primer

a.
sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi.

b.
jaringan jalan primer menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, dan kota jenjang dibawahnya sampai ke persil dalam satu-satuan wilayah pengembangan.

c.
jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Jaringan jalan primer harus menghubungkan kawasan primer. Suatu ruas jalan primer dapat berakhir pada suatu kawasan primer. Kawasan yang mempunyai fungsi primer antara lain : industri skala regional, terminal barang atau pergudangan, pelabuhan, bandar udara, pasar induk, pusat perdagangan skala regional atau grosir.

d.
yang dimaksud dengan kota jenjang kesatu ialah kota yang berperan melayani seluruh satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang paling tinggi dalam satuan wilayah pengembangannya serta memiliki  orientasi keluar wilayahnya.

e.
yang dimaksud denagan kota jenjang kedua ialah kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kesatu dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kesatu.

f.
yang di maksud dengan kota jenjang ketiga ialah kota yang berperan melayani sebagian dari kesatuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kedua dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memilki orientasi ke kota jenjang kedua dan kota jenjang kesatu.

g.
yang dimaksud dengan kota di bawah jenjang ketiga ialah kota yang berperan melayani sebagian dari kesatuan wilayah pengembangannya, dengan kemapuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang ketiga dan terikat jangkuan serta orientasi yang mengikuti prinsip-prinsip di atas.

1.2.2
Sistem jaringan jalan sekunder

a.
sistem jaringan jalan sekunder disususn mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder ke satu,funsgsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

b.
jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

c.
jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 

1.2.3
Kaitan antara hirarki jalan dengan sistem jaringan jalan menurut wewenang pembinaan

a.
Jalan Nasional

Yang termasuk kelompok jalan nasional adalah jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota propinsi, dan jalan lain yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional. Penetapan status suatu jalan sebagai jalan nasional dilakukan dengan Keputusan Menteri.

b.
Jalan Propinsi

Yang termasuk kelompok jalan propinsi adalah:

i. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kotamadya.

ii. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antara Ibukota Kabupaten/Kotamadya.

iii. Jalan lain yang mempunyai kepentingan stategis terhadap kepentingan propinsi.

iv. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak termasuk jalan nasional.

Penetapan status jalan sebagai jalan propinsi dilakukan dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri atas usul Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan memperhatikan pendapat Menteri.

c.
Jalan Kabupaten

Yang termasuk kelompok jalan kabupaten adalah: 

i. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan propinsi.

ii. Jalan lokal primer.

iii. Jalan sekunder dan jalan lain yang tidak termasuk dalam kelompok jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kotamadya.

Penetapan status suatu jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atas usul Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

d.
Jalan Kotamadya

Yang termasuk kelompok jalan Kotamadya adalah jaringan sekunder di dalam kotamadya. Penetapan status suatu ruas jalan arteri sekunder atau ruas jalan kolektor sekunder sebagai jalan kotamadya dilakukan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Kotamadya yang bersangkutan.

e.
Jalan Khusus

Yang termasuk kelompok jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh instansi/badan hukum/perorangan untuk melayani kepentingan masing-masing.

Penetapan status suatu ruas jalan khusus dilakukan oleh instansi/badan hukum/perorangan yang memiliki ruas jalan khusus tersebut dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

f.
Perubahan Status Jalan

Suatu ruas jalan dapat ditingkatkan statusnya menjadi lebih tinggi apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

i. Ruas jalan tersebut berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah/kawasan yang lebih luas dari wilayah/kawasan semula.

ii. Ruas jalan tersebut makin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi.

1.3
KRITERIA YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI FUNGSI JALAN
1.3.1 
Jalan arteri primer

a.
jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan jalan arteri primer luar kota. 

b.
jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer.

c.
jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam.

d.
lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 m.

e.
lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu lintas regional. Untuk itu, lalu lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, dan lalu lintas lokal, dari kegiatan lokal.

f.
kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diizinkan melalui jalan ini.

g.
jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk atau akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 m.

h.
persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintas.

i.
jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

j.
besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain.

k.
lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan seharusnya tidak diizinkan.

l.
harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain.

m.
jalan khusus seharusnya disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainya.

n.
jalan arteri primer seharusnya dilengkapi dengan median.

1.3.2
jalan kolektor primer

a. jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota.

b.
jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer.

c.
jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam.

d.
lebar jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 m.

e.
jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara afisien. Jarak antar jalan masuk atau akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 m.

f.
kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini.

g.
persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya.

h.
jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

i.
lokasi parkir pada jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk.

j.
harus mempunyai perlenkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan.

k.
besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumya lebih rendah dari jalan arteri primer.

l.
dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainya.

1.3.3
jalan lokal primer

a.
jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota.

b.
jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya.

c.
jalan lokal primer dirancang berdasarkan kecepatan rendah paling rendah 20 km/jam.

d.
kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini.

e.
lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 m.

f.
besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umunya paling rendah pada sistem primer. 

1.3.4
jalan arteri sekunder.

a.
jalan arteri sekunder menghubungkan:

i. kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu.

ii. antar kawasan sekunder kesatu.

iii. kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

iv. jalan arteri atau kolektor primer dengan kawasan sekunder kedua.

b.
jalan arteri sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam.

c.
lebar badan jalan tidak kurang dari 8 m.

d.
lalu lintas cepat pada jalan arteri sekunder tidak boleh tergnaggu oleh lalu lintas lambat.

e.
akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 m.

f.
kendaraan angkutan barang ringan dan bus untuk pelayanan kota dapat diizinkan melalui jalan ini.

g.
persimpangan pada jalan arteri sekunder diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya.

h.
jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

i.
lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk.

j.
harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu jalan dan lain-lain.

k.
besarnya lalu lintas harian rata-raa pada umumnya paling besar dari sistem sekunder lain.

l.
dianjurkan tersedianya jalur khusus yangdpat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainya.

m.
jarak selang dengan kelas jalan yang sejenis lebih besar dari jarak selang dengan kelas jalan yang rendah.

1.3.5
jalan kolektor sekunder

a.
jalan kolektor sekunder menghubungkan:

i. antar kawasan sekunder kedua.

ii. kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

b.
jalan kolektor dirancang berdasarkan kecpatan palaing rendah 20 km/jam.

c.
lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 m.

d.
kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman.

e.
lokasi parkir pada jalan dibatasi.

f.
harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup.

g.
besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari sistem primer dan arteri sekunder.

1.3.6
jalan lokal sekunder.

a.
jalan lokal sekunder menghubungkan:

i. antar kawasan sekunder ketiga atau dibawahnya.

ii. kawasan sekunder dengan perumahan.

b.
jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km/jam.

c.
lebar badan jalan lokal sekunder tidak kurang dari 5 m.

d.
kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman.

e.
besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah dibandingkan dengan fungsi jalan lain.

